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ABSTRAK 

Realita Hukum saat ini, khususnya dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggug jawab keuangan negara termasuk keuangan daerah menunjukkan suatu potret 

masalah yang menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda mengenai lembaga yang 

berwenangan dalam menentukan kerugian keuangan negara. Karena adanya berbagai 

kebijakan hukum pemerintah yang juga menciptakan berbagai lembaga yang mengatur 

kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dalam menentukan/menetapkan dan menilai 

kerugian keuangan negara atau daerah, sehingga terkadang menimbulkan gesekan 

kekuasaan di antara lembaga tersebut dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Namun demikian, sesuai dengan hasil penelahaan dan pengkajian ditemukan, bahwa dari 

berbagai lembaga pemeriksa atau pengawasan keuangan negara tersebut maka secara 

konstitusional yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggunggung jawab keuangan daerah adalah tidak lain selain Badan 

Pemeriksa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23E UUD 1945, UU RI No. 15 

tahun 2006 tentang BPK, UU RI No. 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara tahun  dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Karena itu, dikemukakan  4 (Empat)  pola 

atau model harmonisasi hukum dalam melakukan pelaksanaan kekuasaan, fungsi, tugas dan 

wewenang lembaga negara atau organ pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tetapi keempat model atau pola 

harmonisasi hukum tersebut belum diterapkan dalam menjamin kepastian hukum dan 

keadilan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Negara 

Republik Indonesia.  

Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Pemeriksaan, Pengelolaan, Tanggung jawab, Keuangan 

Negara/daerah, Kepastian Hukum, dan Keadilan. 

ABSTRACT 

The current legal reality, particularly in managing and being responsible for state 

finances, including regional finances, shows a portrait of problems that lead to different 

interpretations of the institution with the authority to determine state financial losses. Due 

to the existence of various government legal policies which also create various institutions 

that regulate authority, functions, and responsibilities in determining and assessing state or 



regional losses, it is possible to create power friction between these institutions and can 

guarantee legal uncertainty. However, according to the results of the review and 

assessment, it was found that from the various state financial audit or supervisory agencies, 

constitutionally the one having the authority and authority to supervise and be responsible 

for regional finances is not other than the Supreme Audit Agency. This is by the provisions 

of Article 23E of the 1945 Constitution, RI Law No. 15 of 2006 concerning the BPK, RI Law 

no. 15 of 2004 Audit of State Financial Management and Responsibility and Circular Letter 

of MA No. 4 of 2016 concerning the Enforcement of the Formulation of the Plenary Meeting 

Results of the Supreme Court Chamber of 2016 as Guidelines for the Implementation of 

Duties for the Court. Therefore, 4 (four) patterns or models of legal harmonization in 

carrying out the exercise of powers, functions, duties, and state institutions or government 

organs are put forward in examining the management and responsibility of state finances, 

but the fourth model or the pattern of legal harmonization has not been applied to legal 

certainty. and fairness in the management and accountability of state finances in the 

Republic of Indonesia. 

Keywords: Legal Harmonization, Audit, Management, Responsibility, State / Regional 

Finance, Legal Certainty, and Justice.  

1.1.  LATAR BELAKANG 

Tema ini diusung dan menjadi suatu objek kajian Arikel ini didasarkan pada suatu 

issu dan realita hukum sebagai potret masalah yang melatarbelakngai penulisan Artikel 

ini, yaitu: 

1. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda atau diameteral yang seolah terbagi dua

dalam hal yang berhubungan dengan lembaga negara yang berwenang dalam

pemeriksaan pengelolaan dan menilai atau menetapkan kerugian keuangan negara di

Negara Republik Indonesia;

2. Terdapat berbagai lembaga pemerintahan negara dan Akuntan publik lainnya yang

mengklaim seolah-olah memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan penilaian atau penetapan kerugian keuangan negara di Negara

Republik Indonesia;

3. Terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga

negara dan lembaga pemerintahan lainnya dalam melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan penilaian atau penetapan kerugian keuangan negara di Negara

Republik Indonesia di mana materi muatan peraturan perundang-undangan yang satu

dengan yang lain baik secara hierarkis atau vertikal maupun secara horizontal

mengalami tumpang tindih karena konstruksi hukumnya beberda-beda anatara

peraturan yang satu dengan yang lainnya sehinggal hal ini tentunya akan

menimbulkan kekacauan dalam mengartikulasikan hukum dan menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

1.2.  PERUMUSAN MASALAH 

Beranjak dari persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini maka terdapat 

beberapa  masalah yang diidentifikasikan dalam penelitian ini, yaitu; 1) Lembaga 

negara yang manakah yang memiliki kekuasaan atau kewenangan/kompetensi dalam 

pemeriksaan pengelolaan dan penilaian atau penetapan kerugian keuangan negara di 

Negara Republik Indonesia secara yuridis konstitusional? 2) Bagaimanakah pola atau 

model harmonisasi hukum antara materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

satu dengan yang lainnya dalam pemeriksaan pengelolaan dan penilaian atau 



penetapan kerugian keuangan negara sehingga terwujudnya kepastian hukum dan 

keadilan? 

1.3. METODE PENELITIAN 

Jika memperhatikan tipologi dari Artikel ini sebagai tipologi penelitian hukum 

yang bersifat yuridis normatif maka tentunya hal ini berimplikasi pada metode yang 

digunakan, yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statutes 

apporoach), dan yuridis konseptual. Selanjutnya metode analisisnya menggunakan 

beberapa, yaitu; Metode analisis materi hukum (conten analyzis), metode interpretasi 

hukum, metode konstruksi hukum, dan metode yuridis preskriptif.  

 TINJAUAN PUSTAKA 

Guna mengetahui dan memahami serta menguraikan atau menganalisis secara lebih 

mendalam, komprehensif dan holistik terkait dengan kedua permasalahan yang disebutkan 

di atas maka peneliti menggunakan teori berikut ini. 

2.1.  TEORI HARMONISASI HUKUM 

a. Pengertian Harmonisasi Hukum

Menurut Kusnu Goesniadhie mengemukakan, bahwa secara teoretis peraturan 

perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak 

membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di 

dalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian 

dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Ditinjau dari sistem hukum nasional, 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pemerintahan terjadi tumpang 

tindih karena belum terintegrasi dan sinergisnya peraturan perundang-undangan 

yang bersifat sektoral.14  

Lebih lanjut Kusnu Goesniadhie mengemukakan, bahwa Kebutuhan tentang 

peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat 

diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan 

terintegrasi, diperlukan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan 

yang mendukung tata pemerintahan yang baik.15 

Menurut L. M. Gandhi sebagaimana terpetik dalam Kusnu Goesnadhie 

berpendapat Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan 

perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan 

asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, 

keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan 

dan mengorbankan pluralisme hukum.16 

Bertolak dari perumusan pengertian-pengertian di atas, Kusnu Goesniadhie 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses 

yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan 

kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, 

kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di 

dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan 

kerangka sistem hukum nasional. Istilah upaya ini menunjuk pada pemikiran untuk 

mencapai suatu maksud, yaitu proses. Dalam proses pada waktunya dihasilkan 

14Kusnu Goesniadhie. S, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Nasa 

Media, Cetakan Pertama, Malang, 2010, hlm 1.  
15 Ibid. 
16 Ibid, hlm 8. 



akibat-akibat yang memberikan umpan balik dan memberikan pengaruh-pengaruh, 

dan pada waktu sesudahnya menghasilkan keluaran-keluaran. Dengan demikian 

norma-norma hukum di dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak 

terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi 

duplikasi atau tumpang tindih.17 

Selain itu, Wicipto Setiadi sebagaimana terpetik dalam Mahendra Putra Kurnia 

berpendapat Pengharmonisasian hukum adalah upaya untuk menyelaraskan, 

menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan undang-

undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang lebih tinggi, 

sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain  selain peraturan perundang-

undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau 

tumpang tindih (Overlapping).18 

Mahendra Putra Kurnia, lebih jauh lanjut mengemukakan, bahwa harmonisasi 

hukum adalah kegiatan ilmiah hukum berupa upaya penyelarasan berbagai 

kepentingan, penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, sederajat, lebih 

rendah dan norma non hukum serta upaya pengefektifan dan pengefisiensian dari 

suatu konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada. Maksud dari penyelarasan dari berbagai 

kepentingan di sini adalah bahwa seringkali banyak kepentingan-kepentingan yang 

muncul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan 

harmonisasi hukum inilah berbagai kepentingan tersebut diselaraskan dan 

disamakan. Penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, tinggi, sederajat 

atau yang ada di bawahnya dimaksudkan untuk menghindari pertentangan norma 

hukum (conflict of norm) dan tumpangtindih (overlapping) pengaturan. Selain itu, 

dalam harmonisasi hukum juga dilakukan penyesuaian dengan norma-norma non 

hukum seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau bahkan 

dengan norma-norma yang tidak tertulis yang tumbuh, berkembang di masyarakat 

(hukum adat). Pengefektifan yang dimaksud dalam harmonisasi hukum adalah 

upaya untuk membuat konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut 

tepat sasaran. Sedangkan efisiensi lebih kearah bahwa konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan yang akan dibuat haruslah tepat guna.19  

Mengacu pada pendapat di atas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan, 

bahwa yang dimaksud dengan haronisasi hukum adalah suatu tindakan pemerintah 

yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undang, yang meliputi 

kegiatan penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, 

keputusan hakin, sistem hukum dan asas-asas hukum demi tercapainya tujuan dan 

fungsi hukum secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga tidak terjadinya 

tumpang tindih (Regulate Overlapping) dan juga dapat saja menimbulkan konflik 

norma (Norm conflict) antara ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang satu dengan peraturan yang lainnya baik secara vertikal maupun secara 

horisontal. 

17 Ibid, hlm 8-9. 
18Mahendra Putra Kurnia, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan 

Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, Universitas Brawijaya Press, Cetakan 

Pertama, Malang, 2011, hlm 36. 
19 Ibid, hlm 36-37.  



b. Tujuan dan Fungsi Harmonisasi Hukum

Sehubungan tujuan dan fungsi harmonisasi hukum, tentunya tidak terlepas dari 

tujuan dan fungsi hukum sebagai induknya (genusnya). Dalam pada itu tujuan 

menurut , L.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa 20 ; Tujuan hukum ialah 

mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. 

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi 

kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemederkaan, jiwa, 

harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. 

Selain itu, Roscoe Pound mengemukakan beberapa tujuan hukum yaitu sebagai 

berikut:21  

Pertama, bahwa hukum itu diadakan supaya terjaga ketenteraman di dalam suatu 

masyarakat tertentu; untuk menjaga perdamaian dalam keadaan bagaimana saja dan 

dipelihara dengan mengorbankan apa saja; 

Kedua, bahwa hukum itu bertugas memenuhi kehendak masyarakat yang 

menginginkan keamanan dan ketertiban hukum; 

Ketiga, bahwa hukum bertujuan untuk mempertahankan status quo sosial atau 

ketertiban umum.  

Mochtar Kusumaatmadja membedakan fungsi  dan tujuan hukum yaitu sebagai 

berikut 22; Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan 

tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan 

tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang 

tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup 

masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. 

Masih dalam kaitannya dengan tujuan hukum atau peraturan perundang-

undangan Satjipto Rahardjo  mengemukakan bahwa23;Tujuan akhir dari perundang-

undangan adalah untuk melayani kebahagian yang paling besar dari sejumlah 

terbesar rakyat. Prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat kuat pada 

keyakinan Bentham, dan dengan demikian sangat menentang setiap teori yang 

mengajarkan tentang hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu  gugat.  

Berkaitan dengan fungsi hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa 24 

Hukum sebagai pranata sosial yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat, sebagai sistem sosial dan pengendalian sosial; sebagai norma sosial, 

sebagai mekanisme pengintegrasi, dan hukum sebagai institusi keadilan.  

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai intitusi sosial, maka  Satjipto 

Rahardjo menyatakan bahwa:25 Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi 

yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhanya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat 

membutuhkan kehadiran institusi tersebut.  ... Keadilan merupakan salah satu 

kebutuhan dalam hidup manusia yang  umumnya diakui di semua tempat di dunia 

20L. J. Van  Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 10. 
21 Roscoe Pound, An Introduction To The Philosophy Of Law,penerj, Mohamad Radjab, Pengantar 

Filsafat Hukum, AksaraBaru, Jakarta, 1987, hlm 42.  
22Ibid, hlm 52. 
23SatjiptoRahardjo, IlmuHukum, Citra Aditya,  Bandung, 2000,  hlm 269. 
24Satjipto Rahardjo, Ilmu, ... Op. Cit, 2000, hlm 117. 
25Ibid, hlm 117. 



ini. Apabila keadilan itu dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum maka 

institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat 

diselenggarakan secara saksama dalam masyarakat. 

Terkait dengan fungsi hukum tersebut, Soerjono Soekanto, menyatakan 

bahwa26; 1) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (agent of change atau 

social change).  ; dan 2) Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan, (social 

engineering/social planing).  

Bertitik dari pendapat yang dikemukakan di atas baik yang berkaitan 

harmonisasi hukum maupun tujuan hukum dan fungsi  maka dalam penelitian ini 

dapat saya kemukakan atau deskripsikan tujuan yang diharapkan dari harmonisasi 

hukum, yaitu sebagai berikut:  

1) Untuk menjamin keadilan dalam pencapaian berbagai program/perencanaan,

pelaksanaan, kemanfaatan, pengawasan/pengendalian pembangunan nasional;

2) Untuk menjamin kedayagunaan atau kefaedahan dan kemanfaatan hukum

secara fungsional dalam pembangunan nasional;

3) Untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan,

kemanfaatan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan nasional;

4) Menjamin ketenteraman dan kedamaian serta rasa aman dalam perencanaan,

pelaksanaan, kemanfaatan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan

nasional;

5) Untuk menjamin ketertiban dan keteraturan dalam perencanaan, pelaksanaan,

kemanfaatan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan nasional.

6) Untuk mengatasi terjadinya perbedaan, tumpang tindih, konflik norma antara

peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik secara

vertikal maupun secara horisontal.

7) Untuk menjamin keserasian, keselarasan, sinergitas, dan proporsionalitas serta

menjamin dan memelihara konsistensi antara konsepsi, teori, asas dan kaih

hukum, sistem hukum, materi muatan peraturan perundang-undangan,

kebijakan dan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya sehingga

terwujudnya kepastian hukum, kefaedahan hukum dan keadilan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan dengan fungsi harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie

mengemukakan, bahwa Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan 

fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk 

mencegah terjadinya disharmonisasi hukum dilakukan melalui penemuan hukum 

(penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi 

yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegakkan kehendak 

hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang 

bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang 

adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi 

hukum.27 

Lebih lanjut, Koesnu Goesnadhie mengemukakan, bahwa Harmonisasi hukum 

untuk menanggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui: 

26Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,  hlm 

107.  
27Koesnu Goesnadhie, Harmonisasi sistem Hukum, ...Op.cit, hlm 11. 



1) Proses nonlitigasi melalui alternative dispute resolution (ADR) untuk

menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan.

2) Proses litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR) untuk

mendamaikan para pihak yang bersengketa di bidang perdata sebelum dimulai

pemeriksaan di pengadilan.

3) Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

4) Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan maupun  tanpa juru penengah,

untuk menyelesaikan disharmoni hukum yang bersifat pidana, seperti tumpang-

tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.

5) Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak

kejahatan.28

Bertititik tolak dari pendapat di atas dapat saya kemukakan, bahwa fungsi 

harmonisasi hukum, yaitu demi menjamin tercapainya tujuan harmonisasi hukum 

seperti yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut; 

1) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum untuk menjamin terwujudnya keadilan

dalam pencapaian berbagai program dan kemanfaatan pembangunan nasional;

2) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum untuk menjamin terwujudnya

kedayagunaan atau kefaedahan dan kemanfaatan hukum secara fungsional dalam

pembangunan nasional;

3) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum untuk untuk menjamin terwujudnya

kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan dan kemanfaatan serta

pengawasan/pengendalian pembangunan nasional;

4) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum untuk untuk menjamin terwujudnya

ketenteraman dan kedamaian serta rasa aman dalam perencanaan, pelaksanaan,

kemanfaatan, pengawasan/pengendalian pembangunan nasional;

5) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum untuk menjamin terwujudnya

ketertiban dan keteraturan dalam perencanaan, pelaksanaan, kemanfaatan,

pengawasan/pengendalian pembangunan nasional.

6) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum hukum yang dapat mengatasi

terjadinya perbedaan, tumpang tindih, konflik norma antara peraturan perundang-

undangan yang satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun secara

horisontal.

7) Sebagai pranata hukum atau institusi hukum yang mampu menyelaraskan dan

menyerasihkan, menyinergikan, dan menyeimbangkan serta memelihara

konsistensi antara konsepsi, teori, asas dan kaih hukum, sistem hukum, materi

muatan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan putusan hakim yang satu

dengan yang lainnya sehingga terwujudnya kepastian hukum, kefaedahan hukum

dan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.Teori Pembagian Kekuasaan Negara dan Kewenangan Pemerintahan Negara 

Meriam Boediardjo berpendapat; Diantara banyak bentuk keuasaan in ada suatu 

bentuk yang penting, yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini, kekuasaan politik adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik 

terbentuknya maupun akhibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang 

kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, 

yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya 

28 Ibid.



fihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial 

dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk 

memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian 

orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang 

administrasi, legislatif, dan yudikatif.29 

R. Sri Soemantri M mengemukakan:30 Dilihat dari pendekatan kekuasaan ( satu

pengertian netral) negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan. Hal ini 

didasarkan atas fakta bahwa dalam negara termasuk Negara Indonesia terdapat 

bermacam-macam lingkungan kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur 

politik (keenam lembaga negara, dan lembaga-lembaga lainnya), maupun yang terletak 

dalam infrastruktur politik, seperti Partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, 

Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia). Baik lingkungan kekuasaan yang 

terdapat dalam suprastruktur politik maupun lingkungan kekuasaa yang terdapat dalam 

infrastruktur politik memang diberi dan/atau mempunyai kekuasaan, yaitu kemampuan 

seseorang untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain atau kemampuan untuk 

mengendalikan pihak lain . Oleh karena itu, kekuasaan mempunyai kecenderungan 

bersalahguna (power tends to corrupt) yang dilihat dari si pemegangnya mempunyai 

kecenderungan disalahgunakan maka terhadapnya perlu diadakan (dilakukan) 

pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dalam negara itu dilakukan melalui 

hukum. 

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara, Scondat Baron de Montesquieu, 

dalam bukunya “L’Epirit des Lois” (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, 

sebagaimana tedarpetik dalam Jimly Asshiddiqie, yang membagi kekuasaan negara 

dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) 

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau 

yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara 

modern dan tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the 

executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function).31 

Lalu bagaimana dengan Pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Guna 

menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus berpulang kembali pada apa yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Menjawab pertanyaan tersebut, R. Sri Soemantri M berpendapat; Apabila kita pelajari 

Undang-Undang Dasar 1945, maka di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang 

6 lembaga negara seperti: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Presiden dan Wakil Presiden;

3. Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Dewan Pertimbangan Agung;

5. Badan Pemeriksaan Keungan; dan,

6. Mahkama Agung32.

29Ibid, hlm 37. 
30R. Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, Cetakan 

Pertama, tahun 1992, hlm 46. 
31Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu HukumTata Negara, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm 283.  
32Ibid, hlm 93-94. 



Ditinjau dari sisi yang lain dalam hal ini dari sisi Hukum Administrasi, di mana 

setiap urusan kemasyarakatan dan pembangunan nasional mulai dari abad ke XIX 

sampai dengan abad ke XXI saat ini dan di masa yang akan datang tidak pernah 

terlepas dari campurtangan pemerintah sebagai organ yang memimpin dan 

menentukan berbagai kebijakan dalam upaya tercapainya tujuan dan cita-cita luhur 

suatu negara atau bangsa seperti Negara Republik Indonesia.  

Terkait dengan hal tersebut maka S. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan, bahwa 

Pada akhirnya campur tangan penguasa negara tersebut dilakukan oleh pejabat/petugas 

Administrasi Negara, dan di sinilah letak pentingnya Hukum Adminstrasi Negara33. 

Selanjutnya dalam konteks susunan kekuasaan atau kelembagaan negara di Negara 

Republik Indonesia, Pradjudi menggunakan istilah susunan penguasa negara yang 

menyatakan, bahwa Susunan Penguasa Negara adalah sebagai berikut: 

I. Penguasa Konstitutif = MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

II. Penguasa Legislatif = Presiden + Dewan Perwakilan Rakyat.

III. Penguasa Eksekutif = Pemerintah = Presiden (dengan dibantu oleh pejabat-

pejabat pemerintah).

IV. Penguasa Administratif = Administrator Negara = Presiden (dengan mengepalai

Administrasi Negara).

V. Penguasa Militer = Presiden, dengan membawahi Angkatan Perang.

VI. Penguasa Yudikatif = Mahkamah Agung, dengan membawahi Aparatur

Peradilan (Korsa Hakim).

VII. Penguasa Konsultatif = Dewan Pertimbangan Agung.

VIII. Penguasa Inspektif = Badan Pemeriksa Keuangan34.

Selain itu, jika kita telaah dari konsepsi tentang  kewenangan/kompetensi dari

Lembaga-lembaga negara tersebut maka dapat ditemukan berbagai pendapat mengenai 

hal ini.  

S. Prajudi Admosudirdjo berpendapat 35  : Kita perlu membedakan antara

kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid) walaupun 

dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa 

yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif 

(diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kewenangan 

yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan 

orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang 

bulat, sedang wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam 

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechts bevoegdheden). Wewenang 

adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya 

wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas 

nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi 

wewenang). Selain itu, hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

privat atau hukum pribadi (hukum perdata).  

Muhammad Abdul Kadir berpendapat; Pengertian kompetensi yang didekati 

dalam aspek hukum adalah kewenangan mengadili perkara atau sengketa dari suatu 

33S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghali Indonesia,  Cetakan ke 10, Jakarta, 

1994, hlm 26. 
34Ibid. 
35Ibid, hlm 35. 



pengadilan. Selain itu, pengertian kompetensi yang lainnya adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan sesuatu.36 

Lebih lanjut Muhammad Abdul Kadir membagi jenis kompetensi atas 2 jenis 

macamnya, yaitu; 

1. Kompetensi relatif, yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara

dari suatu pengadilan daerah ditijau dari domisili daerah atau tempat benda

terletak, serta domisili pilihan yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para

pihak (distribution of authority);

2. Kompetensi absolut, yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara

dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan

tugas (attribution of authority). Misalnya perkara yang berkenaan dengan Agama

dan Hukum Islam menjadi kompetensi Peradilan Agama. Perkara orang-

orang militer menjadi kompetensi Peradilan Militer. Perkara yang bersifat

umum menjadi kompetensi Peradilan Umum. Sedangkan yang menyangkut

keputusan tata usaha negara merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha

Negara.37

2.3. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum 

Menurut Aristoles, peraturan yang adil artinya peraturan pada mana terdapat 

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap 

orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Demikian keadilan 

telah diuraikan oleh Aristoteles dalam bukunya “Retorica”. Bangsa Rumawi 

menterjemahkanya dengan istilah: Ius suum cuiquie tribuere”. Keadilan tidak boleh 

dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap 

orang memperoleh bagian yang sama.38  

Konsepsi keadilan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Atas 

dasar pemikiran tersebut, Aristoteles mengemukakan: Hukum menetapkan peraturan-

peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. 

Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan 

memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk 

peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah 

syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan 

umum, tertulis atau tidak tertulis tak mungkin. Tak adanya peraturan umum berarti 

ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. 

Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi 

menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum 

harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang 

menyamaratakan. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang 

tersendiri. Suum cuique tribuere.39  

Satjipto Rahardjo menyimpulkan, bahwa Keadilan adalah ukuran yang kita pakai 

dalam memberikan perlakuan terhadap obyek di luar diri kita. Obyek yang ada di luar 

diri kita ini adalah manusia sama dengan kita. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang 

36Muhammad Abdul Kadir, diakses dari Website Internet, pada tanggal 12 November 2019 
37Ibid 
38L. J. Van Apeldoorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse, Penerj. Oetarid Sadino, 

Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Keduapuluhsembilan, Pradnya, Jakarta, tahun 2001, hlm 11  
39Ibid, hlm 12-13. 



konsep kita mengenai manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang 

akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan 

terhadap orang lain. Apabila manusia itu, kita anggap sebagai makhluk yang mulia, 

maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu, dan 

hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka. ... 

Berdasarkan keyakinan yang demikian itu, maka keadilan adalah suatu suasana yang 

memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara 

saksama.40  

Para pakar yang lain menyoroti kepastian hukum dari perspektif tujuan dan fungsi 

hukum atau tugas hukum. Dalam pada itu, E. Utrecht mengemukakan, bahwa hukum 

bertugas utama menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan 

manusia. Bagi mereka hukum menjamin kepastian pada fihak yang satu terhadap fihak 

yang lain. Sebuah contoh tentang kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum 

ialah lembaga hukum (rechtsinstituut) mengenai lewat waktu (verjaring). ... Tugas 

hukum itu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam 

pergaulan kemasyarakatan. Kepastian ini, kepastian yang dicapai oleh karena hukum. 

Dalam tugas ini otomatis (dengan sendirinya, karena tabiatnya) tersimpul dua tugas 

lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan, yaitu; Hukum harus menjamin 

keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akhibatnya: Kadang-kadang yang adil 

terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.41 

Selain itu, Mertokusumo dan Pitlo mengemukakan: Hukum harus dilaksanakan 

dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal 

terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada 

dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang: Fiat justitia et pereat mundus (meskipun 

dunia ini runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian 

hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan iustiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 

hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum 

bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban 

masyarakat.42 

2.5.  Teori Keuangan Negara dan Daerah 

Padmo Wahyono mengemukakan, bahwa pengertian keuangan negara dapat 

dikonstruksikan sebagai APBN saja atau APBN plus. APBN adalah Anggaran 

pendapatan dan Belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk 

mendirikan perusahaan milik negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan 

pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi 

APBN. Namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat 

bergabung kembali. APBN diadakan berdasarkan berdasarkan atas kuasa undang-

undang yang membagi wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah-daerah otonom. 

40Ibid, hlm 165. 
41E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan kesebelas, PT Ictiar Baru bekerjasama 

dengan Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1989, hlm 13. 
42 SudiknoMertokusumodan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Jakrta, 1993, hlm 1-2 



Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBN adalah serupa dengan 

kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.43 

Selain itu, M. Subagio berpendapat;Keuangan negara adalah hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu, baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban itu. Hak Negara, meliputi; hak menciptakan uang; hak 

mendatangkan hasil; hak melakukan pungutan; hak meminjam, dan hak memaksa. 

Sedangkan kewajiban negara, meliputi; menyelenggarakan tugas negara demi 

kepentingan masyarakat; membayar hak-hak tagihan piha ketiga.44 

Mengacu pada pendapat di atas dapat dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan 

keuangan negara adalah suatu sistem yang menjamin pemerintahan negara dalam 

memenuhi hak-hak dan kewajibannya dalam menatakelola mengenai segala hal yang 

berhubungan dengan penerima negara/daerah, dan pengeluaran negara/daerah, 

kekayaan negara/daerah yang serta hak-hak dan penerimaan lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan 

daerah, termasuk dalam pengelolaan APBN/APBD, dan penatausahaan segala urusan 

yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawb keuangan 

negara/daerah. 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan atau kewenangan/komptensi dalam 

pemeriksaan pengelolaan dan penilaian atau penetapan kerugian keuangan negara di 

Negara Republik Indonesia secara yuridis konstitusional.  

Berdasarkan pembagian kekuasaan negara tersebut maka dalam konteks 

pembagian kekuasaan negara di Indonesia sebagaimana terjelma dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat 6 jenis kekuasaan negara di 

Indonesia, yaitu; 

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah Undang-Undangan Dasar Negara

Republik Indonesia, dan Mengangkat atau melantik Presiden dan Wakil Presiden

hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Dasar tahun 1945, jo UU No. 2 tahun 2018 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kekuasaan eksekutif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh pemerintah

dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 4 sampai

dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Kekuasaan legislatif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah termasuk Dewan Perwakilan

Rakyat daerah sebagaiman diatur dalam Bab VII dan Bab VIIA Pasal 19 sampai

dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar tahun 1945.

4. Kekuasaan auditatif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Bab VIIIA Pasal 23 E Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

43Pamo Wahjono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesi, Ghalia Indonesia, Jakarta tahun 

1983, hlm  
44 M. Subagio, HukumKeuangan Negara, Rakarta, Cetakan Kedua, 1991, hlm 11 



5. Kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, untuk menjalankan

kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Bab IX Pasal 24 sampai

dengan Pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945.

6. Kekuasaan ajudikatif, yaitu suatu kekuasaan negara yang diemban oleh kepolisian

negara dan kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya menjamin ketertiban dan

keamanan dalam masyarakat serta menjamin proses penyelidikan dan penyidikan

serta melimpahkan berkas penyidikan tersebut kalau sudah cukup bukti kepada

kejaksaan atas berbagai pelanggaran hukum yang ditanganinya untuk selanjutnya

oleh kejaksaan melakukan penyidikan lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke

Pengadilan untuk disidangkan guna mendapatkan putusan dari pengadilan.

Berdasarkan pada pembagian kekuasaan seperti yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut maka setelah menelaah berbagai rincian 

kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang dari kedelapan lembaga tinggi negara 

tersebut (MPR, Pemerintah, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY) dan/atau yang 

terbagi dalam 6 kelompok kekuasaan negara seperti yang disebutkan di atas dapat 

diketahui bahwa secara yuridis konstitusional hanya terdapat satu lembaga tinggi 

negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan/kompetensi yang mutlak atau 

original compentence untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur secara tegas dalam 

Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 

23E yang dengan tegas menetapkan: 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sesuai dengan kewenangannya;

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau

badan sesuai dengan undangundang.

Selanjutnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 23 E tersebut

maka dibentuk dan ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan. Sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Bab I Ketentuan 

Umum, Pasal 1 angka (1) secara tegas ditentukan: Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan: Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, 

adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu, lembaga pemerintahan seperti (seperti BPKP, APIP, Inspektorat)dan 

Akuntan publik atau Ahli lainnya hanya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

yang bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan internal atas pengelolaan dan 

pertanggungajawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu 

sendiri (Eksekutif) baik di Pusat maupun di daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 20 dan Pasal 21 UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

dan Perpres No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan Dan 

Pembangunan. Sedangkan Akuntan publik dan Tenaga ahli adalam sebagai lembaga 

jasa keuangan yang dapat membantu BPK jika diminta oleh BPK dan bekerja untuk 

dan atas nama BPK. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), 



Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 UU RI No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengaturan lebih lanjut 

mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU RI No. 

15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Sehubungan dengan persoalan lembaga yang manakah yang berwenang dalam 

menentukan, menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara atau 

daerah di Negara Republik Indonesia maka hal tersebut telah diatur secara tegas 

dalam Pasal 10 yang menetapkan: 

(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang

berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan BPK.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang

memantau:

a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,

pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukansecara

tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan isi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat

dikemukakan, bahwa secara yuridis konstitusional telah menunjuk Badan atau 

Lembaga Negara yang berwenang dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah 

kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan 

lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, yaitu 

Badan Periksa Keuangan. 

Di samping itu, BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan Penilaian 

kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar 

ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang ditetapkan 

dengan keputusan BPK. 

3.2. Pola Harmonisasi Hukum antara Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang 

satu dengan yang lainnya dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan negara/Daerah serta Penilaian atau Penetapan Kerugian Keuangan Negara 

sehingga terwujudnya Kepastian hukum dan Keadilan. 

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berbagai asas-asas dan kaidah hukum 

sebagaimana yang terjelma dalam berbagai teori hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara dapat ditemukan Empat (4) pola atau model harmonisasi hukum yang 

seharusnya dilakukan dan kembangkan serta diterapkan di Negara Republik Indonesia, 



jika terjadi tumpang tindih atau konflik norma atau ketidakjelasan antara kaidah atau 

noma hukum dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, 

yaitu; 

1. Pola atau model harmonisasi berdasarkan pada asas-asas hukum (Legal principles

model), yaitu suatu model harmonisasi hukum yang bersandar atau berdasarkan

pada asas-asas dan kaidah pembentukan hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang konsisten.

2. Pola atau model harmonisasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan,

yaitu suatu hukum yang bersandar atau berdasarkan pada derajat atau jenjang suatu

peraturan perundang-undangan secara vertikal.

3. Pola atau model harmonisasi berdasarkan kekuasaan, fungsi/tugas dan kewenangan

serta tanggung jawab lembaga yang membentuk hukum.

4. Pola atau model harmonisasi berdasarkan kekuasaan, fungsi/tugas dan

kewenangan serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing lembaga

negara.

Melalui keempat pola atau model harmonisasi yang telah ditemukan dan 

dibahas di atas tentunya memiliki suatu tujuan dan fungsi serta kegunaan yangat 

penting dan berdasar dalam hal sebagai berikut; 

1. Menempatkan asas-asas atau prinsip hukum (legal principles), dan kaidah hukum

(legal norms) sesuai dengan tempatnya berdasarkan tujuan, fungsi, dan kegunaan

asas dan kaidah hukum tersebut yang tertata secara sistemati dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap

wargamasyarakat/warganegara, badan/lembaga hukum privat serta lembaga dan

organ negara yang membentuk dan menegakan hukum dapat mangambil tempat

yang tepat, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan hak dan kewajiban atau

kekuasaan, fungsi dan tugas serta wewenang dan tanggung jawabnya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Menempatkan secara tepat peranan lembaga negara atau organ pemerintahan

negara baik lembaga negara utama (primary state organ) maupun lembaga

negara bantu (auxiliary state organ) berdasarkan kekuasaan, fungsi/tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang terjelma dalam

berbagai Bab, dan Pasa-pasal ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan cara demikian maka tentunya tidak ada benturan atau gesekan dalam

melaksanakan kekuasaan, fungsi/tugas, dan wewenang serta tanggung jawabnya

masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui pendekatan yang merujuk pada pola atau model harmonisasi hukum 

yang disebutkan di atas tidak mungkin terjadi lagi konflik norma (norm conflict) 

antara kaidah hukum yang satu dengan yang lainnya atau tumpangtindih (norm 

overlapping) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya 

yang pada giliran berikutnya menimbulkan ketidakpastian hukum (uncertainty), dan 

ketidakadilan (unjustice). 

Di samping itu, tentunya dengan bersandar atau mendasarkan diri pada pola 

atau model harmonisasi hukum tersebut tidak terjadi lagi gesekan atau benturan 

kekuasaan, fungsi/tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lembaga negara yang 

satu dengan yang lainnya yang bersifat egosektoral atau institusional baik antara 

lembaga negara utama (primary state organ)  maupun lembaga negara bantu 



(auxiliary state organ) dalam pelaksanaan kekuasaan, fungsi/tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab, khususnya dalam menjalankan kekuasaan pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah di Negara Republik Indonesia, 

termasuk kewenangan Lembaga Negara yang menilai dan/atau menetapkan jumlah 

kerugian negara dan menetapkan para pihak yang wajib membayar kerugin keuangan 

negara/daerah atau perbuatannya yang melanggar hukum baik sengaja maupun lalai. 

PENUTUP 

1.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil kajian penelitian seperti yang dibahas pada Bab III maka dapat 

disimpulkan, yaitu; 

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kompetensi absolut dalam

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah,

termasuk dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara

dan/atau daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E UUD 1945; Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor

15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungung Jawab

Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Namun masih ada lembaga penegak  hukum lainnya yang mengklaim bahwa

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam

Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan; dan Akuntan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Nomor 5 thun 2011 tentang Akuntan Publik, yang

menganggap seolah-olah memiliki kewenangan yang sama seperti BPK, sehingga

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena terjadi standar

ganda (doble standard) dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan

atau penyelesaian perkara/kasus Tindak Pidana Korupsi di berbagai Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia saat ini.

2. Ditemukan bahwa terdapat 4 pola atau model harmonisasi hukum dalam

melakukan pelaksanaan kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara

atau organ pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara atau daerah,  termasuk dalam menilai dan/atau

menetapkan jumlah kerugian negara tetapi keempat model atau pola harmonisasi

hukum tersebut belum diterapkan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan

dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

1.1.  Saran 

Mengacu pada hasil temuan seperti yang disimpulkan di atas maka sebagai 

rekomendasi ilmiahnya disarankan sebagai berikut; 

1. Dalam menjamin penegakan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perkara

Tindak Pidana Korupsi maka seharusnya para Aparatur Penegak Hukum (APH)

maulai dari Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Hakim yang mengadili

Perkara Tindak Pidana Korupsi harus memiliki suatu pemahaman yang sama

bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kompetensi absolut dalam

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah,

termasuk dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara

dan/atau daerah  sehingga Dokuman Audit/Pemeriksaan kerugian keuangan

negara atau daerah yang valid dan sah adalah Dokumen hasil pemeriksaan

pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara/daearah  yang ditetapkan oleh



BPK dan dengan Keputusan BPK yang menyatakan bahwa telah terbukti sah dan 

menyakinkan telah terjadi kerugian negara sebagai akhibat perbuatan 

melanggar/melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh  

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, 

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

2. Demi menjamin harmonisasi hukum dan tidak terjadinya konflik norma hukum

antara berbagai peraturan perundang-undangan, khusunya dalam melakukan atau

melaksanakan kekuasaan dan kewenangan, fungsi/tugas dalam pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk dalam menilai

dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dan/atau daerah maka

seharusnya pemerintah mulai saat ini harus menggunakan dan menerapakan pola

atau model harmonisasi hukum berikut ini mulai dari pembentukan sampai pada

penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keuangan

Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara atau Daerah, yaitu:

1) Pola atau model harmonisasi berdasarkan pada asas-asas hukum (legal

principles model), yaitu suatu model harmonisasi hukum yang bersandar atau

berdasarkan pada asas-asas hukumdan kaidah hukum atau peraturan

perundang-undangan. Hukum yang berlaku secara konsisten.

2) Pola atau model harmonisasi hierarkikal struktural, yaitu suatu model

harmonisasi hukum yang bersandar atau berdasarkan pada derajat atau jenjang

suatu peraturan perundang-undangan secara vertikal.

3) Pola atau model harmonisasi berdasarkan kelembagaan yang berwenang

membentuk peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan materi

muatan peraturan perundang-undangannya masing-masing.

4) Pola atau model harmonisasi hukum berdasarkan kekuasaan, kewenangan,

fungsi/tugas serta tanggung jawab lembaga negara sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kompetensinya

masing-masing.
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